
 
 

BUPATI SITUBONDO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO 

NOMOR  1 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO 

NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN  

MENARA TELEKOMUNIKASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SITUBONDO, 

 

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 

tentang pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap                

UUD Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya 

penjelasan Pasal 124 tentang Retribusi Menara 

Telekomunikasi dan sebagai pelaksanaan Keputusan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 188/72.K/KPTS/013/2016 

tentang Pembatalan 4 (empat) Peraturan Daerah 

Kabupaten Situbondo, maka dipandang perlu untuk 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor  16 Tahun 2014 tentang Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi; 

Mengingat : 1.   Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang   Nomor   12  Tahun  1950   tentang 

Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten  dalam   

Lingkungan   Propinsi  Jawa  Timur  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan 

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3209); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 1,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4956); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3817); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3881); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4252); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4724); 

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4726); 
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12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4953); 

13. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik 

Indonesia Nomor 5234); 

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

16. Peraturan Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1972 tentang 

Perubahan  Nama   dan Pemindahan Tempat Kedudukan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang 

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3981); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 

2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat 

Tekekomunikasi; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

26. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infomatika Nomor 

02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman 

Pembangunan dan Pengunaan Menara Bersama 

Telekomunikasi; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

28. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 

Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika 

dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 

18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor: 

19/PERM/M.KOMINFO/03/2009; Nomor: 3/P/2009 

tentang Pedoman Pembangunan dan Pengunaan 

Bersama Menara Telekomunikasi; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 

Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Nomor 13); 
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30. Peraturan  Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan  

Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 

Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Nomor 6); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 

2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 

Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Situbondo Nomor 6); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO 

dan 

BUPATI SITUBONDO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 

16 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN 

MENARA TELEKOMUNIKASI. 

  
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 

Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 

Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Nomor 2) diubah sebagai berikut : 

1. Pasal 1 angka 5 diubah dan angka 6 dihapus sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 
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Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Situbondo. 

3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Situbondo. 

5. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Situbondo 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang komunikasi dan informatika. 

6. Dihapus. 

7. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut 

menara adalah bangunan untuk kepentingan 

umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan 

yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan 

bangunan gedung yang dipergunakan untuk 

kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat 

berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai 

simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, 

dimana fungsi, desain dan konstruksinya 

disesuaikan sebagai sarana penunjang 

menempatkan perangkat telekomunikasi. 

8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, 

pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap 

informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, 

tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem 

kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik 

lainnya. 

9. Menara bersama adalah menara telekomunikasi 

yang digunakan secara bersama-sama oleh 

operator penyelenggara telekomunikasi. 

10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan 

penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga 

memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. 

11. Penyelenggara telekomunikasi adalah 

perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik 

Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha 

Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi 

Pertahanan Keamanan Negara. 

12. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan 

infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan 

berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang 

dapat berfungsi sebagai central trunk, 
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MobileSwitching Center (MSC), Base Station 

Controller (BSC)/ RadioNetwork Controller (RNC), 

dan jaringan transmisi utama 

(backbonetransmission). 

13. Zona adalah batasan area persebaran peletakan 

menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang 

yang tersedia. 

14. Penetapan Zona Pembangunan Menara 

Telekomunikasi adalah kajian penentuan lokasi-

lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan 

menara telekomunikasi. 

15. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang 

perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya 

menyediakan layanan jasa konstruksi. 

16. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil 

pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat 

kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada 

di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, 

yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan 

kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, 

kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan 

sosial, budaya maupun kegiatan khusus. 

17. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, 

Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik 

Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki 

dan mengelola menara telekomunikasi untuk 

digunakan bersama oleh penyelenggara 

telekomunikasi. 

18. Pengelola menara adalah badan usaha yang 

mengelola atau mengoperasikan menara yang 

dimiliki oleh pihak lain. 

19. Perusahaan nasional adalah badan usaha yang 

berbentuk badan usaha atau tidak berbadan usaha 

yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri 

dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada 

peraturan perundang-undangan Indonesia. 

20. Badan Usaha adalah orang perseorangan atau 

badan hukum yang didirikan dengan hukum 

Indonesia, mempunyai tempat kedudukan dan 

beroperasi di Indonesia. 

21. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya 

disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh 

Badan Standarisasi Nasional yang berlaku secara 

Nasional. 
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22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut 

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau Badan. 

23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan 

yang menurut peraturan perundang-undangan 

retribusi diwajibkan membayar retribusi, termasuk 

pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu. 

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang 

menentukan besarnya jumlah retribusi yang 

terutang. 

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar 

Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKB 

adalah surat ketetapan yang menentukan 

tambahan atas jumlah retribusi yang telah 

ditetapkan. 

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 

selanjutnya disingkat  SKRDLB adalah surat 

ketetapan retribusi yang menentukan jumlah 

kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah 

kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang 

terutang  atau tidak seharusnya terutang. 

27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya 

disingkat STRD adalah surat untuk melakukan 

tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi 

berupa bunga atau denda. 

28. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat 

Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, 

SKRDKB dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib 

Retribusi. 

 

2. Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal  5 

 

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan 

jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan 

pengendalian menara telekomunikasi selama 1 

(satu) tahun. 

(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 

(satu) tahun. 
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(3) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai 

berikut : 

a. dalam kota  indeks 0.9 

b. luar kota  indeks 1.1 

(4) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan 

sebagai berikut : 

a. menara pole  indeks 0.9 

b. menara 3 kaki  indeks 1 

c. menara 4 kaki  indeks 1.1 

3. Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 6 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi 

ditetapkan untuk menutup sebagian biaya 

penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian 

menara telekomunikasi. 

(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan 

langsung dengan kegiatan pengawasan dan 

pengendalian menara telekomunikasi, dengan 

komponen terdiri atas honorarium petugas ke 

lapangan, transportasi, uang makan, dan alat tulis 

kantor. 

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya 

memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan 

tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. 

4. Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 7 

 

(1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut : 

RPMT = Hasil perkalian indeks variabel x Tarif Retribusi 

(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan sebesar Rp. 2.579.700,00 per menara 

per tahun. 

(3) Penghitungan dan besarnya tarif Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dengan Peraturan Daerah ini. 
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5. Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 15 

Instansi pemungut Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi adalah Dinas Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

komunikasi dan informatika. 

  Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Situbondo. 

Ditetapkan di Situbondo 

Pada tanggal 20 maret 2018   

BUPATI SITUBONDO, 

 

ttd. 

DADANG WIGIARTO 

Diundangkan di Situbondo 

Pada tanggal 22 juni 2018 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO, 

 

ttd. 

SYAIFULLAH 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR 7 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA 

TIMUR : 62-1/2018 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO 

NOMOR  1 TAHUN  2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO 

NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN 

MENARA TELEKOMUNIKASI   

 

I. UMUM  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan pengawasan dan pengendalian 

menara telekomunikasi dikategorikan dalam retribusi jasa umum. Pelayanan 

yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan 

pengendalian menara telekomunikasi membutuhkan peran serta masyarakat 

melalui pembayaran retribusi atas pemanfaatan ruang menara 

telekomunikasi yang besarannya disesuaikan dengan memperhatikan biaya 

penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek 

keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. 

Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 tentang pengujian Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap                

UUD Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya penjelasan Pasal 124 

tentang Retribusi Menara Telekomunikasi yang putusannya menyatakan 

bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. Oleh karena itu, peraturan daerah yang tarif retribusinya 

didasarkan pada penjelasan Pasal 124 dimaksud tidak bisa dijadikan dasar 

pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Cara 

penghitungan tarif retribusi mengacu pada surat Direktur Pendapatan dan 

Kapasitas Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

nomor : S-209/PK.3/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Pedoman 

Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

Sehubungan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk membentuk 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor  16 

Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 
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Pasal 7 

Jumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Situbondo sebanyak 

73 menara. 

Jumlah kunjungan per menara per tahun = 73 x 2 kali = 146 

kunjungan. 

Jika dalam 1 hari = 2 kunjungan, maka untuk 146 kunjungan 

dibutuhkan 73 hari kerja. 

Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut : 

NO URAIAN BIAYA 
JUMLAH 

HARI 
BANYAK JUMLAH 

1. Transportasi Rp.   185.000 73 hari 1 tim/6 
 Orang 

Rp. 81.030.000 

2. Uang harian 
 

Rp.   205.000 73 hari 6 orang Rp. 89.790.000 

3. Pembelian 

ATK 

Rp.17.500.000  1 tahun Rp. 17.500.000 

Total biaya operasional per tahun Rp.188.320.000 

Biaya rata-rata atau tarif pengawasan per tahun yang 

ditetapkan menjadi tarif retribusi (total belanja per 
tahun dibagi jumlah menara) 

Rp.   2.579.726   

Pembulatan Rp.   2.579.700 

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

Pasal II 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 7 

 

 

 

 

 

 


